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Penetapan upah didasarkan pada perhitungan kedua belah 
pihak pada kebutuhan hidup, dan pembayarannya dilakukan setelah 
pekerjaan selesai. Sehingga antara pihak jasa kuli angkut dengan 
pembeli karet sama-sama sepakat dengan ketentuan yang dibuat. 
Namun di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten 
Way Kanan terdapat kuli angkut, diantara kuli angkut ada yang 
mendapatkan upah tidak sesuai dengan akad perjanjian. Islam 
mengajarkan bahwa dalam upah-mengupah harus sesuai dengan 
perjanjian di awal, Allah menjelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-
Maidah (5) ayat 1 bahwa seseorang harus memenuhi akad-akad, 
Oleh sebab itu peristiwa yang terjadi di Desa Bandar Dalam 
Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dengan ajaran 
islam terdapat kesengajaan yang harus ditentukan hukum islamnya. 
Rumusan masalah dengan penelitian ini ialah (1)Bagaimana 
praktik upah kuli angkut getah karet di Desa Bandar Dalam 
Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan? (2)Bagaimana 
tinjauan hukum islam tentang pengupahan kuli angkut getah karet di 
Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way 
Kanan? 
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif, Field Research yang bersifat deskriptif analisis serta data 
primer didapat dari wawancara langsung kepada kuli angkut getah 
karet yang berada di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung 
Kabupaten Way Kanan, Sedangkan data sekunder didapat dari hasil 
penelaahan serta buku-buku yang mempunyai relevansi dengan 
permasalahan yang dikaji. 
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan (1)Praktik 
Pengupahan yang dilakukan pembeli karet adalah dengan membuat 
sebuah perjanjian harga sesuai dengan banyak nya berat yang 
dipikul (2)Tinjauan dalam hukum islam tindakan pihak pembeli 
karet dalam mengupah kuli angkut getah karet adalah suatu hal yang 
tepat dan telah mengikuti hukum islam yang berlaku seperti dalam 
hal ini sesuai dengan fatwa DSN NO:43/DSNMUI/VIII/2004 
tentang ijarah. Dan pakar fiqih mengatakan bahwa pemberian upah 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami 
judul skripsi ini serta mencegah adanya kesalahan dalam 
memahami maksud dari kata-kata yang tercantum dalam judul ini 
maka secara singkat terlebih dahulu akan diuraikan beberapa kata 
yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan di bahas 
(Tinjauan Hukum Islam tentang Pengupahan Angkut Getah 
Karet) berikut istilah yang akan dibahas ialah : 
1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, 
(sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya
1
. 
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan 
wahyu allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia 




3. Pengupahan adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima 
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang di 
tetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja
3
. 




5. Getah adalah istilah umum untuk menyebut cairan kental 
yang keluar dari tubuh, baik tumbuhan maupun hewan
5
. 
6. Karet adalah polimer hidrokarbon yang terkandung pada 
lateks beberapa jenis tumbuhan. 
 
 
                                                             
1Departement Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 
Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1470 
2M. Hasbi Assidqy, falsafah Hukum Islam, (Gramedia Pustaka Utama, 
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      Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa 
judul dari skripsi ini adalah Pengupahan Kuli Angkut Getah 
Karet (Studi di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung 
Kabupaten Way Kanan) yang mana penelitian ini 
menjelaskan kepada pengupahan terhadap kuli atas 
pengupahan yang didapatkan dari pembeli karet (toke) dengan 
metode penelitian field research atau penelitian lapangan. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT dimuka bumi 
tidak dapat melepaskan diri dari berbagai macam kebutuhan, 
baik kebutuhan jasmani atau kebutuhan rohani. Untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut manusia selalu membutuhkan bantuan dan 
pertolongan orang lain, karena tidak seorangpun manusia mampu 
hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, oleh karena itu manusia 
disebut sebagai makhluk sosial. 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pergaulan dalam 
hidupnya merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Dalam 
pergaulan hidup ini setiap orang mempunyai kepentingan 
terhadap orang lain, dan juga sebaliknya. Sehingga sering kali 
butuh kerja sama dalam memcapai tujuan bersama. Syariat Islam 
telah memberikan pokok-pokok aturan didalam melaksanakan 
hubungan kerja yang baik, saling menolong yang saling 
menguntungkan tanpa saling merugikan antara kedua pihak. 
Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti menurut 
bahasanya adalah al-iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya 
adalah ganti dan upah
6
. Prinsip setiap orang yang bekerja 
biasanya pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang 
dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga 
terciptalah suatu keadilan. 
Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Qur‟an 
surat Al-Jasiyah: 22, Allah SWT berfirman:  
 
                                                             




























(22) الجاذيث/  
"Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang 
benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang 
dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan 
”.(Q.S.Jasiyah:22) 
Ayat ini menjelaskan bahwa upah setiap orang harus 
ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerja 
sama, untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari 
apa yang dikerjakannya. Islam menjelaskan apabila 
memperkerjakan seseorang hendaklah memberikan upahnya 
sebelum kering keringatnya. 
Masyarakat biasanya dalam mengupah pekerja tidak ada 
kesepakatan sebelumnya, seperti yang terjadi di Desa Bandar 
Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan. Upah 
bagi jasa upah angkut karet di daerah tersebut tidak ditentukan di 
awal namun pembagiannya ditentukan setelah terjualnya karet 
tersebut. Hal ini membuat ketidakjelasan upah bagi pekerja kuli 
angkut tersebut. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis 
menganggap masalah ini menarik untuk dilakukan penelitian 
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang upah angkut karet 
berdasarkan harga pasar (Studi Kasus LahanKaret di Desa 
Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten 
WayKanan)”. 
 
C. Fokus Penilitian 
Dalam penelitian ini, peneliti akan terlebih dahulu membuat 
atau menetapkan fokus penelitian pada area yang diteliti. Setelah 
fokus penelitian ditentukan maka akan ditentukan fokus dan 
tujuan penelitian, Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus 
penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penetapan upah 
4 
kuli angkut karet di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri 
Agung Kabupaten WayKanan. 
 
D. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana upah kuli angkut karet di Desa Bandar Dalam 
Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan. 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengupahan kuli 
angkut Getah karet di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri 
Agung Kabupaten WayKanan. 
 
E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui sistem pengupahan kuli angkut lahan karet 
di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten 
WayKanan. 
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang sistem 
pengupahan kuli angkut karet di Desa Bandar Dalam 
Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan. 
 
F. Signifikansi Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu 
hukum islam, yakni memperkaya dan memperluas khazanah 
ilmu tentang sistem pengupahan kuli angkut karet di Desa 
Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten 
WayKanan. 
2. Studi ini diharapkan sebagai sumbangan moril bagi 
masyarakat tentang status hukum islam mengenai sistem 
pengupahan dan memberikan sumbangan pikiran kepada 
semua pihak yang terkait dan yang membutuhkan terlebih 
khsus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan 
pengembangan karya ilmiah. 
 
G. Kajian Terdahulu yang Relevan 
1. Skripsi HERMAWAN (2020) dengan judul ”Tinjauan Hukum 





permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik 
pengmbilan upah terhadap pengangkut sampah di Kelurahan 
Sukarame Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan 
hukum Islam terhadap praktik pengambilan upah tersebut. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis praktik pengambilan upah terhadap pengangkut 
sampah dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum 
Islam Tentang Pengambilan Upah Terhadap Pengangkut 
Sampah Di Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan 
bahwa pengambilan upah yang di lakukan petugas pengangkut 
sampah berbeda-beda ada yang Rp.20.000-50.000 setiap 
bulannya, padahal mereka sudah mendapat gaji pokok dari 
pemerintah daerah kota bandar lampung. Pengambilan upah 
ini tidak ada kesepakatan di awal pengangkut sampah 
meminta sesuka hati kepada masyarakat yang apabila tidak 
mau membayar sesuai yang diminta pengangkut sampah maka 
mereka tidak mau mengambil sampah tersebut. Sedangkan 
tinjauan hukum islam terhadap pengambilan upah tersebut 
tidak diperbolehkan karena ada unsur paksaaan terhadap 
masyarakat dan juga tidak ada akad di awal antara petugas 
pengangkut sampah dan masyarakat hanya di putuskan oleh 
sebelah pihak saja. 
Perbedaan yang dapat diambil dari penilitian penulis dan 
skripsi Hermawan adalah dari suatu objek penilitiannya dan 
perjanjian upah skripsi Hermawan menjelaskan bahwa upah 
petugas pengangkut sampah lebih murah pengupahannya 
dibandingkan dengan upah pengangkut karet.
7
 
2. Skripsi Firda Aricahyani (2019) dengan judul “Sistem 
Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi 
Islam”(Studi Kasus di Pasar Wage TulungAgung). Tinjauan 
judul ini mempunyai fokus penelitain yaitu bagaimana sistem 
pemberian upah pekerja di pasar Wage Tulungagung, 
                                                             
7Hermawan‟Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkutan 
Sampah”(Skripsi,UIN Raden Intan Lampung) 
6 
bagaimana sistem pemberian upah dalam perspektif ekonomi 
Islam, dan bagaimana pemberian upah dalam kaitannya 
dengan kesejahteraan pekerja. Kesimpulannya adalah Sistem 
pemberian upah untuk pegawai toko dan tukang parkir 
menggunakan sistem upah jangka waktu, yaitu upah 
dibayarkan menurut jangka waktu yang disepakati diawal 
kerja, mingguan atau bulanan. Sedangkan untuk kuli angkut 
menggunakan sistem upah potongan, yaitu barang yang akan 
diangkut dihitung beratnya dan upah dibayarkan langsung 
setelah pekerjaannya selesai. 
Perbedaan yang dapat diambil adalah dari suatu objek 
penelitiannya dan ketidaksesuaian pemberian upah dari 
pemerintah untuk ke setiap pekerja sedangkan penelitian saya 




3. Skripsi Reni Anggriyani (2020) dengan judul “Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Upah Wartawan Dalam Meliputi 
Berita Di Masyarakat".Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana upah bagi wartawan dalam meliput 
berita Lipan Lampung Utara dan untuk mengetahui 
bagaimana pandangan Hukum Islam bagi wartawan dalam 
meliput berita bagi wartawan Lipan, Lampung Utara. Metode 
yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif 
dan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian secara 
bertahap dan berlapis dengan kualitatif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa dalam memperoleh berita wartawan 
Abung Barat sengaja mencari kesalahan pada masyarakat 
untuk dijadikan berita, kemudian dari berita tersebut 
wartawan memanfaatkan keadaan untuk memperoleh upah, 
tentunya hal tersebut merupakan hal yang dilarang dan dapat 
dijerat dengan tindak pidana dengan tuduhan pencemaran 
nama baik. Dalam ajaran ajaran Islam hal tersebut juga 
merupakan suatu hal yang dilarang dan bersifat haram, sebab 
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dalam memperoleh berita tersebut wartawan tidak memenuhi 
rukun dan syarat ijarah atau upah dan telah melanggar kode 
etik wartawan sebagai wartawan, untuk menerima upah dan 
yang dilakukan oleh wartawan tersebut sama saja seperti 
menyebar aib seseorang. 
Perbedaan yang dapat diambil adalah dari suatu objek 
penelitian nya dan perbedaan menerima pengupahannya yaitu 
skripsi Reni Anggraini menjelaskan bahwa upah didapatkan 
dengan mencari informasi berita yang ada di masyarakat 
sedangkan penelitian saya menjelaskan bahwa sistem upah 
diberikan dengan seberapa banyak getah karet yang diangkut 




H. Metode Peneletian 
Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk 
memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang di 
hadapi serta mencakup alat dan prosedur penelitian
10
. Berikut 
akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam 
penelitian ini. 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (Field 
Research), penelitian lapangan adalah penelitian yang 
bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan 
melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi 
Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga 
menggunakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk 
mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan dari 
referensi buku,jurnal media elektronik, interrnet dan referensi 
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2. Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian dilaksanakan di Desa Bandar Dalam 
Kecamatan Negeri Agung Kabupaten WayKanan. 
3. Sumber Data 
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri 
dari 2 macam yaitu : 
a. Data Primer 
Sumber data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dilapangan dari sumber aslinya berupa 
wawancara serta hasil observasi dari pekerja kuli angkut 
di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung 
Kabupaten WayKanan. 
b. Data Sekunder 
Sumber data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dilapangan dari sumber aslinya berupa 
wawancara serta hasil observasi dari pekerja kuli angkut 
di Desa Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung 
Kabupaten WayKanan. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari 
beberapa individu yang karakteristiknya akan diteliti dan 
akan ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam 
penelitian ini adalah pemilik lahan karet dan pekerja kuli 
angkut yang ada di Desa Bandar Dalam Kecamatan 
Negeri Agung. Dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 8 
orang yang terdiri 1 pembeli getah karet 1 anak pemilik 
lahan karet dan 6 kuli angkut getah karet. 
5. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 
bersumber langsung dari penelitian dilapangan (lokasi). 
Dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau 
wawancara secara langsung kepada pekerja pabrik 





akad dan upah mengupah tersebut, yang selanjutnya akan 
ditinjau dari Hukum Islam . 
b. Observasi 
Adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 
terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek 
penelitian . 
c. Dokumentasi 
Adalah pengumpulan data dengan tujuan untuk 
memperoleh kelengkapan data yang diperoleh melalui 
dokumentasi ataupun catatan-catatan yang berkaitan 
dengan penelitian. 
6. Metode Pengolahan Data 
Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, langkah 
selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan 
metode sebagai berikut: 
a. Editing 
Adalah pengoreksian yang dilakukan yang bertujuan 
untuk mengecek data yang terkumpul sudah benar dan 
lengkap serta sesuai dengan permasalahan. 
b. Sistemating 
Adalah menetapkan data berdasarkan kerangka 
sistematika bahasa dengan fokus pada urutan masalah. 
Data dikelompokan secara sistematis menurut klasifikasi 
dan urutan masalah. 
7. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu akad pengupahan 
kuli angkut karet dan ditinjau pengupahan dari hukum islam 
yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif . 
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Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan, tujuannya agar dapat dilihat dari sudut pandang 
hukum islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman 
mengenai sistem pelaksanaan upah mengupah sebagaimana 
yang ada dalam hukum islam. 
Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan 
metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari 
suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah 
yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai 
fenomena yang diselidiki. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Bab I, pendahuluan,membahas tentang penegasan judul,latar 
belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan 
masalah,tujuan masalah,tujuan penelitian,manfaat 
penelitian,kajian terdahulu yang relevan,metode penelitian dan 
sistematika pembahasan. 
Bab II, landasan teori,membahas tentang pelaksaan upah 
dalam islam serta pengertian dari upah. 
Bab III, penelitian dan pembahasan, menjabarkan tentang sejarah 
berdirinya kebun karet , letak geografis, visi misi dan pengelola 
kebun karet serta bagaimana pelaksanaan pengupahan kuli 
angkut. 
Bab IV, analisan data,menjabarkan pelaksanaan upah angkut 
getah karet terhadap pemilik kebun karet serta pandangan hukum 
islam terhadap pengupahan. 
Bab V, kesimpulan dan rekomendasi, mencantumkan 
kseimpulan dan rekomendasi yang diperoleh selama proses 







A. Akad Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Akad 
Akad berasal dari bahasa Arab yang artinya perikatan, 
dan permufakatan.
11
 Pertalian ijab (pernyataan melakukan 
ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai 
dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek 
perikatan. Secara etimologi (bahasa) akad mempunyai 
beberapa arti, antaralain: 
12
 
a. Mengikat (ar-Aabthu), yaitu: mengumpulkan dua ujung 
tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain 
sehingga bersabung dikemudian menjadi potongan 
benda. 
b. Sambungan(Aqdatun), yaitu sambungan yang menjadi 
memeganng kedua ujung itu dan mengikatnya. 
c. Janji (al-ahdu), sebagaimana dijelaskan dalam alquran: 
ِلْيَن  ُمخَّ
ْ







   (76-76: 3غمران/
 “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji 
(yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertakwa”.(QS. Al-Imron 
:76)  
Istilah ahdu dalam al-Quran mengacu pada pertanyaan 
seorang yang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut 
pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat 
seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik 
setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh pada janji 
                                                             
11 Nasrun Harun Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Grafindo Persada 
Pratama,2007), 97 
12 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), 
(Jakarta: 
  PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 101 
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yang dibuat orang tersebut. Ayat tersebut menjelaskan 





































ُم َما ُيِرْيُد 
ُ
ك َ َيحْ ْنُخْم ُحُرمٌِۗ ِانَّ اّٰلله
َ
ْيِد َوا ى الصَّ ِ
 
ل   (1-1: 5دة/) الماۤئ ١َغْيَد ُمحِ
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 
dikehendaki-Nya”. (Q.S. Al-Maidah: 1) 
Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri 
dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya 
komitmen tertentu yang disyariatkan. Kata akad menurut 
istilah terkadang digunakan dalam pengertian umum, yakni 
sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau 
dengan orang lain dengan kata harus, yakni saling mengikat 
antar kedua pihak yang melakukan akad atau perjanjian yang 
telah dilah disepakati bersama sebelumnya. 
Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu 
yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang 
muncul dari satu pihak, seperti waqaf, talak, dan 
sumpah,maupun yang muncul sari dua pihak seperti jual beli, 
sewa, upah. Secara khusus akad berarti keterikatan antara ijab 
(pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dengan 
qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup 
yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu. Istilah 
“perjanjian” dalam hukum indonesia disebut “akad” dalam 
                                                             






hukum Islam. Kata akad berasal dari kata: “ahdu” yang berarti 
janji sebagaimana dijelaskan dalam Alquran: 
ِلْيَن  ُمخَّ
ْ






(76-76: 3) ا  
“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji 
(yang dibuat)nya[207] dan bertakwa, Maka Sesungguhnya 



















ْمۚ َوِايَّاَي َفاْرَوُتْيِن 
ُ
 (44-44: 2) التلرة/ ٤٠ِةَػْىِدك
“Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah aku 
anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, 
niscaya aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-




























 (34-34: 17) الاسراۤء/ ٣٤ِانَّ ال
 “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa 
dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya”.(Q.S. Al-Isra: 34) 
Istilah „ahdu dalam Alquran mengacu pada pernyataan 
seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak 
mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan 
orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak 
memerlukan persetujuan orang lain, baik setuju maupun tidak, 
tidak berpengaruh pada janji yang dibuat oleh orang tersebut, 
14 
seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran diatas bahwa 
janji tetap mengikat orang yang membuatnya.
14
 
„Aqdu, yang berarti sambungan, yaitu menyambung atau 
menghubungkan dan mengikatnya.
15
 Perkataan „aqdu 
mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila 
seeorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang 
menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji 
yang berhbungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah 
perikatan dua buah janji („aqdu) dari dua orang yang 
mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain 
disebut perikatan („aqdu). 
 
2. Rukun dan Syarat Akad 
a. Rukun Akad 
Setelah mengetahui bahwa akad adalah suatu perbuatan 
yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan 
keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah 




1) Aqid, ialah orang yang berakad, terkadang masing-
masing pihak terdiri dari    dari satu orang, terkadang 
terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad 
terkadang orang yang memiliki haq (aqid ashli) dan 
terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq. 
Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang 
harus dipenuhi oleh aqid, antara lain: 
a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan untuk 
melakukan transaksi. Biasanya seseorang akan 
memiliki ahliyah jika telah baliq dan berakal, yang 
berarti tidak gila mampu membedakan yang baik dan 
yang buruk. 
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b) Wilayah, yaitu hak dan kewenangan seseorang yang 
mendapatkan legalitas syar‟i untuk melakukan transaksi 
atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang 
merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek 
transaksi sehingga ia memiliki hak dan kewenangan 
untuk mentransaksikanya. 
2) Ma‟qud alaih ialah benda –benda yang diakadkan. 
3) Maudhu‟ al‟aqd ialah tujuan atau maksud pokok 
mengadakan akad. Beda akad, maka berbedalah maksud dan 
tujuan pokok akad. 
4) Sighat al „aqd ialah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak 
yang berakad yang menunjukan atas apa yang ada di hati 
keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat 
diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. 
Shighat tersebut biasa disebut ijab qabul. 
a) Akad dengan Lafazh (Ucapan) 
Akad dengan ucapan adalah akad yang paling sering 
digunakan sebab paling mudah digunakan dan cepat 
dipahami. Tentu saja kedua belah pihak harung saling 
mengerti satu sama lain ucapan masing-masing serta 
menunjukn keridhaanya. 
b) Akad dengan perbuatan 
Akad ini terjadi tanpa menggunakan ucapan, sebab 
terkadang dalam akad tidak digunakan ucapan tetapi cukup 
dengan perbuatan yang menujukan saling meridhai, misalnya 
pernjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. 
c) Akad dengan Isyarat 
Akad dengan isyarat digunakn bagi orang-orang yang 
tidak mampu berbicara, sebaliknya bagi orang yang mampu 
berbicara tidak dibenarkan dengan akad ini melainkan harus 
dengan menggunakan akad lisan atau tulisan. 
d) Akad dengan Tulisan 
Akad dengan tulisan diperbolehkan digunakan bagi 
orang yang mampu berbicara maupun yang tidak mampu 
16 
berbicara dengan syarat tulisan itu harus jelas dan dapat 
dipahami oleh kedua pihak.
17
 
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Sighat al „aqd ialah: 
a) Sighat al „aqd harus jelas pengertianya, hal yang 
termasuk dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki 
banyak pengertian. 
b) Harus sesuai antara ijab dan qabul tidak boleh antara yang 
berijab dengan yang menerima berbeda lafadz. 
c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak 
yang bersangkuan, tidak terpaksa dan tidak karena 
diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain. 
b. Syarat Akad 
Setiap pembentukan Aqad atau akad mempunyai syarat 
yang ditentukan syara‟ yang wajib disempurnakan. Syarat-
syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam 
akad adala sebagai berikut
18
: 
1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. 
Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti 
orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan 
karena boros atau yang lainya. 
2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 
3) Akad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang 
mempunyai hak melakukanya walaupun dia bukan aqid 
yang memiliki barang. 
4) akad itu akad yang tidak dilarang oleh syara. 
5) akad dapat memberikan faedah. 
6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. 
Maka jika jika orang yang berijab menarik kembali 
ijabnya sebelum adanya kabul maka batal ijab nya. 
7) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang 
yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka 
ijab tersebut batal. 
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3. Macam-macam Akad 
a. „Aqad Munjiz yaitu akad yang dilakukan langsung pada waktu 
selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan 
pelaksanaan akad adalah pernyataan yang tidak disertai 
dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu 
pelaksanaan setelah adanya akad. 
b. „Aqad Mu‟alaq ialah akad yang dalam pelaksanaanya terdapat 
syaratsyarat yang telah ditentukan dalam akad. 
c. „Aqad Mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaanya terdapat 
syarat syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, 
pernyataan yang pelaksanaanya ditangguhkan hingga waktu 
yang ditentukan. 
 
4. Prinsip –prinsip Berakad 
Hukum Islam telah menetapkan beberapa perinsip dalam 
ber-akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang 




a. Prinsip Kebebasan berakad 
Yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap 
orang dapat 
membuat akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentinganya 
sejauh tidak merugikan pihak lain atau makan harta sesama 
dengan cara bathil tetapi dengan jalan muamalah yang telah 
ditentukan oleh Allah SWT. 
b. Prinsip Perjanjian itu mengikat 
Allah telah menganjurkan pada manusia dalam melakukan 
perjanjian 
harus tertulis dan adanya saksi supaya mengikat sebagaimana 
sebuah perjanjian akad yang didalam nya terdapat hak dan 
kewajiban masing masing. 
اۙ  
ً












 (17-17: 71) الاسراۤء/ ٧٤َول
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“Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati)mu, niscaya kamu 
Hampir-hampir condong sedikit kepada mereka (Q.S. Al-Isra: 
74) 
c. Prinsip Ibadah 
Prinsip ini yakni segala bentuk muamalah boleh dilakukan 
selama tidak ada dalil yang melarang. Maksudnya adalah 
semua perbuatan muamalah m,anusia selain untuk memenuhi 
kebutuhan juga ditujukan untuk beribadah, sebab hakikatnya 
Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. 
d. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi 
Hukum perjanjian Islam harus menekankan adanya 
keseimbangan antara kedua belah pihak, antara hak dan 
kewajiban dan tidak ada kezaliman serta pihak yang 
dirugikan yang terjadi dalam suatu perikatan atau perjanjian. 
Adil merupakan salah satu sifat Allah yang sering disebut 
dalam Al Quran sehingga Allah menekankan perilaku adil 
































 (8-8: 5) الماۤئدة/
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 
Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih 
dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 







e. Prinsip Kemaslahatan 
Bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka 
yang melakukan perjanjian dan tidak memberatkan atau 
menimbulkan dampak kerugian. 
f. Prinsip kejujuran 
Masing-masing pihak harus beritikad baik termasuk jujur 
dalam bertransaksi dengan pihak lain serta tidak saling 
mengeksploitasi pihak lainya. 
 
5. Berakhirnya Akad 
    Akad akan berakhir apabila:
20
 
a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki 
tenggang waktu. 
b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu 
sifatnya tidak mengikat. 
c. Dalam akad yang sifatnya menikat, suatu akad dianggap 
berakhir apabila: (a) akad itu terdapat unsur tipuan atau salah 
satu unsur tidak terpenuhi; (b) berlakunya khiyar syarat, 
khiyat aib, atau khiyar rukyah; (c) akad itu tidak 
dilaksanakan oleh satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan 
akad itu secara sempurna. 
d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal 
ini ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad 
otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang 
melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan 
wafatnya salah satu pihat yang melaksakan akad, diantaranya 
adalah akad sewa menyewa. 
 
B. Upah Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Upah (Ijarah) 
   Upah dalam iIslam dikenal dengan istilah Ijarah, secara 
terminology ikata Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru‟ yang 
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   Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara 
etimologi ijarah adalah upah sewa yang diberikan kepada 
seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai 
balasan atas pekerjaanya. Untuk definisi ini digunakan 
digunakan istlah-istilah ajr, ujrah, dan ijarah. Kata ajara-hu 
digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang 
lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan 
pada hal-hal negatif. Kata al-ajr (pahala) bisasanya digunakan 
untuk balasan di akhirat, sedangkan kata ujrah (upah sewa) 
digunakan untuk balasan didunia.
22
 
   Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad pemindahan 
hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu 
tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh 
karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa ijarah 
adalah akad atas manfaat disertai imbalan.
23
  
Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang 
menyewakan (mu‟ajjir) oleh orang yang menyewa 
(musta‟jir), serta pemilikan harta dari hak musta‟jir oleh 
seorang mu‟ajjir. Dengan demikian ijarah berarti merupakan 




Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak 
(kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis 
dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah 
kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan perundang-
undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang 
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tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan 
hidup dalam masyarakat, konsep konsep hukum ini berasal 
dari hukum adat. 
Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan 
sumber perikatan dan persetujuan, salah satu syarat sah 
kesepakatan. Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-
kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua 




Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah 
akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. 
Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah 
pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari 
manfaat yang telah dinikmati. Maka yang menjadi objek 
dalam ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. 
Benda bukanlah objek dari akad ini, meskipun akad ijarah 
kadangkadang menganggap benda adalah objek dan sumber 
manfaat. Dalam akad ijarah tidak selamanya manfaat 
diperoleh dari sebuah benda akan tetapi juga bisa berasal dari 
manusia baik tenaga fisiknya maupun kemampuan lain dari 




Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang 
yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya 
sesuai perjanjian.
27
 Dari pengertian tersebut dapat dipahami 
bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja 
atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi 
lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan 
kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas 
jasa dalam produksi. 
                                                             
25 Salim H.S., Hukmu Kontrak (Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak), 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 4 
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a. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa: “Ijarah 
yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik 
manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang 
yang disewakan dengan cara penggantian(bayar)”.29 
Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah 
untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga 
berbentuk karya, misalnya insinyur bangunan, tukang 
tenun, penjahit, dan sebagainya. Terkadang manfaat itu 
bisa berbentuk sebagai kerja pribadi pembantu dan para 
pekerja (bangunan, pabrik, dan sebagainya). 
b. Menurut Ulama Syafi‟iyah mendefinisikan bahwa „ijarah 
yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, 
yang di terima sebagai penganti dan kelebihan, dengan 
pengantian yang diketahui dengan (jelas)”.
30
 
c. Sedangkan menurut Ulama-Ulama Hanabilah „ijarah 
yaitu suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan 
dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu 
dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan 
penggantian yang jelas pula. 
d. Ibnu khaldun menyatakan bahwa, didalam Islam upah 
ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, hal itu sesai 
dengan pemikiran ibnu khaldun yang telah memberi 
isyarat bahwa pembagian pekerjaan mengokohkan 
kembali solidaritas sosial.
31 Allah menciptakan semua 
yang ada di dnia ini untuk manusia, dan manusia 
mempunyai bagian dari segala sesuatu yang ada didunia 
ini. Tapi sekali seseorang telah memiliki barang, maka 
orang lain tidak bisa mengambil barang itu melainkan 
seseorang tersebut harus memberikan sesuatu yang sama 
nilainya sebagai gantinya. Oleh karena itu maka 
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penghasilan yang diperoleh orang dari pekerjaan 
merupakan nilai dari kerjanya. Nilai setiap orang terletak 
pada keahlianya oleh karena itu upah pekerja yang 
diperoleh berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan dan 
tanggungjawabnya.  
Definisi ijarah menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah 
hamper sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang 
intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat 
memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan 
dan memberikan imbalan. 
Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil suatu 
kesimpulan bahwa ijarah merupakan suatu akad yang 
digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang 
mua‟jir oleh seorang musta‟jir yang jelas dan sengaja 
dengan cara memberikan pengantian (kompensasi/upah). 
Akad al-ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad al-
ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil 
buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, 
sedangkan akad al-ijarah hanya ditunjukan pada manfaat. 
Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh 
dijadikan sebagai objek al-ijarah untuk diambil susu atau 
bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. 
Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna 
oprasional, sewa biasa digunakan untuk benda, seperti 
seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal 
selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, 
seperti “para karyawan bekerja di pabrik dibayar 
gajiannya (upahnya) satu kali dalam sebulan”. Jadi dapat 
dipahami bahwa al-ijarah adalah menukar sesuatu dengan 
ada imbalannya, dalam bahasa indonesia berarti sewa 




2. Dasar Hukum Upah (Ijarah) 
Kebanyakan Ulama fiqih sepakat bahwa ijarah 
disyari‟atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak 
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24 
menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu 
Ulayyah. Dalam menjawab pandangan Ulama yang tidak 
menyepakati ijarah tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa 
kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat 
pembayaran menurut kebiasaan (adat).
33
 
Jumhur Ulama Berpendapt Bahwa ijarah disyariatkan 
berdasarkan Al-Quran, As-Sunah, dan Ijma‟ 
a. Al-Quran Surat Al-Qahash ayat 26-27 
ا 
َ
َ ل ا ۞ ِانَّ اّٰلله مَّ
َ
ا َةُػْيَضًث َفَما َفْيَكَىا ِۗ َفا ا مَّ
ً









ِهْمۚ  َوا ِ












































ِمْيَراِكهٖۖٗ َوَيْلَعُػْيَن َمآْ ا
ٰخِسُروْ 
ْ
َك ُوُم ال ٰۤىِٕ ول
ُ
    (21-22: 2) التلرة/ ٢٧َن ا
“ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 
kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang 
kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya". 
“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari 
kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja 
denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan 
sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari 
kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan 
                                                             






kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- 
orang yang baik". (Q.S. Al-Qahash: 26-27) 
b. Al-Quran Surat Thalaq ayat 6 




ْجِدك ْن وُّ ْنُخْم م ِ
َ
ْسِكُنْيُونَّ ِمْن َحْيُد َسك
َ
ُلْيا ا
ۚ َفِاْن  ُىنَّ
َ






























ْٓ ا ه 
َ
(2-2: 25/) العلاق ٦َفَسُتْدِضُع ل  
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 
janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-
isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka 
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka 
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 
itu) untuknya”.(Q.S. At-Thalaq: 6) 
Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar 
upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah 
mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah 
disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi 
kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia 
menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian 
harus memberikan upah yang sepantasnya kepada 
merekan, apabila upah diberikan tidak sesuai maka 
akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya 
tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan 
26 




c. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97 
ه  َحيٰ  ُنْحِيَينَّ
َ






ْن ذَك  َصاِلًحا م ِ
َ












-71: 72) النحل/ ٩٧َول
71)  
 “ Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-
laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka 
Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 
yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri 
Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 
dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S.An-Nahl: 
97) 
Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi 
mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan 
imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu 
badan usaha perusahaan dapat dikatagorikan sebagai 
amal saleh, dengan syarat perusahannya tidak 
memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-
barang yang haram. 
Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja 
dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan 
di dunia dan imbalan di akhirat. 
d. As-Sunnah 
Selain ayat al-Qur‟an di atas, ada beberapa hadist 
yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW 
antara lain adalah: 
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ْ ِاب نِْ َوَعنْ  ِْ َرُسولُْ قَالَْ : قَالَْ عنه اهللا ريض َعبَّاس   اهللا صىل َاَللَّ
) وسمل عليه نَّْ
ِ
 َما أََحقَّْ ا
ُتْ  ِْ ِكتَاُبْ َحقا عَلَي هِْ أََخذ  َرَجهُْ ( َاَللَّ  َال ُبَخارِيْ  أَخ 
“Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa 
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: 
"Hal yang paling patut kamu ambil upahnya ialah 
Kitabullah" [HR. al-Bukhari]”35 
e. Ijma 
Islam pada masa sahabat telah berijma‟ bahwa 
ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. 
Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka 
pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak 
seorangpun yang membantah kesepakatan ijma‟ ini. 
Sebagai mana di ungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas 
disyariatkannya sewa menyewa umat Islam telah 
sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang 
berbeda dengan kesepakatan ijma” para Ulama ini, 
karena Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna 
atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, 
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 
barang itu sendiri.
36 Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-
Mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-
menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negri besar 
dan fuqaha masa pertama”.
37 Al-ijarah merupakan “akad 
pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan 
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28 
3. Rukun dan Syarat Upah (Ijarah) 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu 
terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang 
membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya 
unsur-unsur yang membentuknya yaitu pondasi, tiang, lantai, 
dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur- 
unsur yang membentuk itu disebut rukun.
39  
Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun 
akad hanyalah ijab dan qabul saja mereka mengakui bahwa 
tidak mungkinada akad tanpa adanya objek akad. Mereka 
mengatakan: ada pun sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, 
sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa 
yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk 
dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah sifat-sifat 
yang tentang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa 
menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan 




Jadi menurut hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua 
yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan para Ulama 
Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. 
Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah 
sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang 
dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri. 
Adapun menurut jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) 
empat,yaitu: 
1) Aqid (Orang Yang Berakad) 
Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau 
upah mengupah. Orang yang menerima upah dan 
menyewakan disebut mu‟ajjir dan orang yang 
memberikan upah untuk melakukan sesuatu dan 
menyewa sesuatu disebut musta‟jir.41 
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Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad 
(sighatul- „aqad), terdiri atas ijab dan qabul dapat 
melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) 
secara diam-diam, 5) dengan diam-diam semata. Syarat-
syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli 





Yaitu sesuatu yang diberikan musta‟jir atas jasa yang 
telah diberikan atau diambil manfaatnya dari mu‟ajjir. 
4) Manfaat 
Untuk mengontrak seseorang musta‟jir harus diketahui 
bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh 
karna itu jenis pekerjaanya harus dijelaskan, sehingga 




b. Syarat Upah (Ijarah) 
Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara 
rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. 
Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah 
sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-
menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa 
terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud 
dengan syarat sewa- menyewa ialah sesuatu yang mesti 
ada dalam sewa- menyewa, tetapi tidak termasuk salah 
satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.  
Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru diangap 
sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya 
sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi 
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1) Pelaku Ijarah Haruslah Berakal 
Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama 
Syafi‟iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh 
dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum 
atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, 
menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai 
buruh), menurut mereka, al-ijarah tidak sah. 
Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak 
yang melakukan ijarah mestilah orang-orang yang 
sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, 
sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat 
dipertangungjawabkan secara hukum. 
Para Ulama dalam hal ini berpendapat bahwa 
kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini 
ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan 
kewajiban, segala segala tindakan yang dilakukannya 
dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah. 
 
2) Keridhaan Pihak Yang Berakad 
Kedua belah pihak yang berakad menyatakan 
kerelaannya untuk melakukan akad al-ijarah. Apabila 
salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad 
itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan 
kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 














































ْنك اَرًة َغْن َحَراض  م ِ ِتجَ
    (27-27: 7) النساۤء/ ٢٩َرِحْيًما 
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 





janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S.An-
Nisa 29). 
Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan 
kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat 
dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang 
batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan 
antara kedua belah pihak. 
Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah 
satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, 
baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.
45
 
3) Objek al-ijarah diserahkan secara langsung dan tidak 
cacat. 
Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan 
dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh 
sebab itu, para Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa 
tidak boleh menyewakan sesuatu yag tidak boleh 
diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. 
4) Objek al-ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syara 
Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa 
atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang 
dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, 
menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh 
bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan 
rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan 
tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa 
menyewa dalam contoh di atas termaksud maksiat. 
Sedangkan kaidah fiqh menyatakan bahwa “sewa 
menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh” 
5) Objek al-ijarah berupa harta tetap yang dapat 
diketahui 
Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan 
perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak 
jelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan 
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sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. 
Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan 
penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan 
penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para 
pekerja. 
a) Penjelasan Manfaat 
Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat 
dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui. 
b) Penjelasan Waktu 
Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk 
menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama 
syafi‟iyah mensyaratkanya, sebab bila tidak 
dibatasi, hal itu dapat menyebabkan ketidak 
tahuan waktu yang diketahui. 
c) Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan 
diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja 
sehingga tidak terjadi kesalahan atau  
pertentangan. 
d) Penjelasan waktu kerja 
Tentang batas waktu kerja sangat tergantung 
pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
46
 
e) pembayaran (Uang Sewa) Seharusnya bernilai 
dan jelas pembayaran uang sewa hendaklah 
dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah 
pihak atau dengan cara mengembalikan adat 
kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak 
menimbulkan keraguan antara kedua belah pihak 
f) Ma‟qud, Alaih (barang) harus dapat memenuhi 
secara syara Tidak sah menyewa seseorang 
perempuan yang sedang haid untuk 
membersihkan masjid sebab tidak dibenarkan 
syara‟. 
g) Kemanfaatan benda dibolehan oleh syara‟ 
  Pemanfaatan benda harus digunakan untuk 
perkara-perkara yang dibolehkan syara‟, seperti 
                                                             





menyewa rumah untuk ditempati atau menyewa 
jaring untuk berburu dan lain-lain. 
Para ulama sepakat melarang ijarah baik 
benda atupun barang untuk keperluan maksiat 
atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqih 
dinyatakan: (menyewa untuk suatu kemaksiatan 
tidak boleh). 
h) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang 
diwajibkan kepadanya 
Di antara contohnya adalah menyewa orang 
untuk shalat fardu, puasa ramadhan, dan lain-
lain. Juga dilarang menyewa ibu untuk menyusui 
anak kandung nya sendiri sebab itu adalah 
kewajibanya. 
i) Manfaat ma‟qud „alaih sesuai dengan keadaan 
yang umum 
  Tidak boleh menyewa pohon untuk 
diijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab 





4. Macam-macam Upah 
Upah dalam fiqih muamalah diklasifikasikan menjadi dua : 
a. Upah yang telh disebutkan (Ajrun Musammah) adalah 
upah yang sudah disebutkan syaratnya dan keika 
disebutkan harus disertai dengan kerelaan pihak-pihak 
yang berakad. 
b. Upah yang sepadan (Ajrun mitsli) adalah upah yang 
sepadan dengan kondisi kerjanya (profesi kerja). 
Dilihat dari segi objeknya akad ijarah dibagi menjadi dua: 
a. Ijarah manfaat (iharah ala al-manfa‟ah), seperti sewa-
menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan alat-alat kerja. 
Dalam hal ini mu‟ajir mempunyai benda-benda tertentu 
dan musta‟jir membutuhkan benda tersebut dan terjadi 
kesepakatan antara keduanya, dimana mu‟ajir mendapat 
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imbalan tertentu dari musta‟jir dan musta‟jir mendapat 
manfaat dari benda-benda tersebut. Apabila manfaat itu 
yang dibolehkan syara untuk dipergunakan, maka para 
ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad 
sewa-menyewa. 
b. Ijarah yang bersifat pekerja (ijarah al al-a‟mal), ialah 
dengan cara mempekerjakan seseorang dengan melakukan 
suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut Ulama fiqih 
hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, sepertu 
buruh bangunan, kuli angkut, buruh tani. Mu‟ajir dalam 
hal ini adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga dan 
jasa kemudian musta‟jir adalah pihak yang membutuhkan 
keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan 
tertentu. Mua‟jir mendapat upah atas tenaga yang ia 
keluarkan, musta‟jir mendapatkan tenaga atau jasa dari 
mua‟jir.
48
 Ijaarah „ala al-a‟mal terbagi dua yaitu:49 
c. Ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan seorang pekerja. 
Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain 
dengan orang yang telah memberinya upah. 
d. Ijarah musytarik, yaitu ijarah yang dilakukan secara 
bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya 
dibolehkan kerjasama dengan orang lain. 
 
5. Hak Menerima Upah 
Hak dalam Ijarah adalah kewajiban untuk memberikan 
pada waktu yang telah disepakati. secara umum dalam 
ketentuan Al-Quran Allah telah berfirman dalam surat An-
Nahl ayat 90: 
َفْحَشاِۤء 
ْ
ُلْربٰى َوَيْنٰهى َغِن ال
ْ























 (04-04: 72) النحل/ ٩٠ك
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 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 
Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 
mengambil pelajaran.”(Q.S.An-Nahl: 90) 
Ayat diatas jika dikaitkan dengan perjanjian kerja atau 
perjanjian upah mengupah maka dapat ditemukan bahwa 
Allah memerintahkan kepada pemberi pekerjaan untuk 
berlaku adil, bijaksana serta dermawan kepada pekerjanya 
disebabkan pekerja memiliki andil yang cukup besar dalam 
kesuksesan usaha dari pemberi pekerjaan, maka wajim 





6. Waktu Pembayaran Upah 
Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam 
bentuk uang, namun dalam praktik pelaksanaan tidak 
mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk lain 
seperti barang, tetapi dengan nilai yang sesuai dan telah 
disepakati.
51
 Waktu pembayaran upah tentunya harus sesuai 
dengan perjanjian akad yang telah disepakati bersama, bisa 
dibayarkan diawal akad atau dibayarkan saat pekerjaan 
selesai. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi 
antara antara pekrja dengan pengusaha. Artinya sebelum 
pekerja dipekerjakan, harus jelas dulu bagaimana upah yang 
akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya 
upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang 
pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan 
pekerjaanya dengan semestinya dan sesuai dengan 
kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat 
antar mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram 
dan mengharamkan yang halal. Jika seorang pekerja tidak 
menunaikan kewajibanya atau dengan sengaja menunaikan 
pekerjaanya dengan tidak semestinya, maka dapat 
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diperhitungkan pemotongan upah sebab setiap hak dibarengi 
dengan kewajiban. 
 
7. Sistem Pembayaran/Pengupahan Dan Batalnya Upah 
(Ijarah) 
a. Sistem Pembayaran/Pengupahan 
    Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban 
pembayaran upahnya pada waktu berahir pekerjaan. Bila 
tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan 
tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada 
ketentuan penanguhannya, menurut abu Hanifah wajib 
diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan 
manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi‟iyah dan 
Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad iu sendiri. 
Jika mu‟ajir menyerahkan zat benda yang di sewa kepada 
mustajir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa 
(musta‟jir) sudah menerima kegunaannya.52 
Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai 
berikut: 
1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib 
membayar upahnya pda saat jasa telah selesai 
dilakukan. 
2) Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. 
Apabila ada kerusakan pada barang sebelum 
dimnfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad 
tersebut menjadi batal. 
3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu 
sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan. 
4) Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan 
kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan 
pembayaran. 
Hak menerima upah bagi mua'jir adalah sebagai berikut: 
1) Ketika pekerjaan telah selesa. 
2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad 
sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat 
                                                             





barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan 
berlangsung. 
   Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat 
upah dan menangguhkanya sah seperti juga halnya 
mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang 
sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah 
pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan 
mempercepat atau menangguhkan, sekiranya dikaitkan 
dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah 
berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa 
rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan 
berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.
53
 
b. Batalnya Upah 
Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan 
upah bagi mu‟ajir, apabila barang yang ditangannya rusak. 
Menurut Ulama Syafi‟iyah, jika mu‟ajir bekerja di tempat 
yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. 
Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia tidak 
mendapat upah. 
Ulama hanafiah juga hampir senada dengan 




1) Jika benda ada ditanga mu‟ajir 
2) Jika ada bekas pekerjaan, mu‟ajir berhak mendapatkan 
upah sesuai bekas pekerjaan tersebut 
3) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, mu‟ajir berhak 
mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir. 
4) Jika benda berada di tangan penyewa, berhak 
mendapat upah setelah selesai bekerja. 
 
8.  Berakhirnya Akad Upah (Ijarah) 
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a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau 
baju yang dijahit hilang. 
b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah 
telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka 
rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila 
yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia 
berhak menerima upahnya. 
c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang 
yang berakad, karena akad al-ijarah, menurut mereka, 
tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur 
Ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah 
seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, 
boleh diwariskan dan al- ijarah sama dengan jual beli, 
yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad. 




1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya 
ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya. 
2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan 
binatang yang menjadi menjadi „ain. 
3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih), 
seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena 
akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya 
(barang). 
4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau 
selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali 
jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti 
jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir 
sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di 
tangan penyewa sampai masa selesai diketam, 
sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk 
mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak 
penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum 
waktunya. 
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Jika Ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban 
pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila 
tida ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan 
tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada 
ketentuan penangguhannya, menurut abu Hanifah wajib 
diserahkan upahnya secara bengasur sesuai dengan manfaat 
yang diterima. Menurut imam syafi‟iyah dan Ahmad, 
sessungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. 
Jika musta‟jir. Ia berhak menerima baayaranya karena 
penyewa (musta‟jir) sudah menerima kegunaanya.57 
Upah berhak diterima dengan syarat: 
a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib 
membayar upahnya pada saat jasa telah selesai 
dilakukan. 
b. Mendapat manfaat, jika Ijarah dalam bentuk barang. 
Apabila ada kerusakan pada barang sebelum 
dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut 
menjadi batal. 
c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu 
sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan. 
d. Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan 
kedua bela pihak sesuai dengan hal penangguhan 
pembayaran. 
Hak menerima upah bagi musta‟jir adalah sebagai berikut: 
a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan. 
b. Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad 
sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat 
yang diIjarahkan mengalir selama penyewaan 
berlangsung. 
  Menurut mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat 
uupah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya 
mempercepat yang sebagian dan menangguhkanyang 
sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 
Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau 
menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, 
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maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. 
Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu 
bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib 
membayar sewaan. 
  Upah menurut profesor Benham, upah dapat 
didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang 




  Proses penentuan upah yang islami berasal dari dua 
faktor: objektif dan subjektif. Objektif adalah upah 
ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar 
tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui 
pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-
pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga 
kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah 
ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar 
tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus 
diperhatikan pula. 
  Upah mengupah atau Ijarah „al-a‟mal, yakni jual beli 
jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit 




a. Ijarah khusus, yaitu yang dilakukan pekerja. Hukum 
oang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan 
orang yang telah mem beri upah. Contoh :heri 
mempekerjakan Agung, selama Agung bekerja ditepat 
Heri dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka 
Agung tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain 
selama pekerjaan Agung tersebut belum selesai, dalam 
arti kata lain Ijarah khusus ini mengikat seseorang agar 
tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu 
habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. 
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b. Ijarah musytarik, yaitu Ijarah yang dilakukan secara 
bersama-sama, atau melalui kerjasama hukumnya 
dibolehkan krja sama dengan orang lain. 
Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad ijarah akan 
berakhir apabila: 
a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau 
baju yang dijahit hilang. 
b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah 
telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka 
rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila 
yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia 
berhak menerima upahnya. 
c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang 
yang berakad, karena akad al-ijarah, menurut mereka, 
tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur 
Ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya 
salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut 
mereka, boleh diwariskan dan al- ijarah sama dengan 
jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang 
berakad. 
d. Menurut Sayid Sabiq, berakhirnya sewa menyewa 
dengan sebab-sebab sebagai berikut: 
1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya 
ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya. 
2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan 
binatang yang menjadi menjadi „ain. 
3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih), 
seperti baju yang diupahkan untuk dijahit, karena 
akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya 
(barang). 
4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau 
selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali 
jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika 
masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum 
tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan 
penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun 
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terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah 
terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; 
yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya. 
Akad melakukan suatu perkerjaan yang menghasilkan 
jasa adalah suatu akad dimana kewajiban salah satu pihak 
adalah melakukan perkerjaan. Ijarah dalam hukum Islam 
didefinisikan sebagai suatu akad atas beban objeknya adalah 
manfaat dan jasa yang didalam nya tidak boleh adanya 
unsur-unsur yang dapat merusak kontrak tersebut yaitu: 
a. Keterpaksaan 
Bila ada keterpaksaan dari salah satu pihak tentu saja ini 
sama saja dengan memakan sesuatu dengan cara yang 
batil dan melukai salah satu pihak. 
b. Adanya unsur penipuan, penyesatan dengan sengaja oleh 
salah satu pihak terhadap pihak lain dengan memberikan 
informasi secara palsu dan tidak memberikan keterangan 
secara jelas. 
c. Penyamaran cacat objek, penyamaran ini dimaksudkan 
agar salah satu pihak tidak mengetahui salah satu 
kekurangan dari objek tersebut. 
d. Tidak adanya keseimbangan objek dan harga.60 
Dalam hubungan interaksi antar sesama manusia, 
haruslah berjalan dengan baik yang tunduk kepada 
syari‟ah Islam atau yang keluar dari ketentuan kepadanya 
yang tidak terbatas. 
Adapun transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam 
antara lain: 
a. Barang yang menjadi objek perniagaan adalah barang 
yang 
b. diharamkan dan dilarang dalam Islam. 
c. Adanya unsur riba dalam transaksi tersebut. 
d. Adanya unsur ketidakjelasan (Gharar). 
e. Adanya unsur penipuan, kecurangan. 
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Para ulama fikih menyatakan bahwa akad ijârah akan 
berakhir apabila :  
a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau 
baju yang dijahitkan hilang.  
b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah 
telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, 
maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan 
apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka dia 
berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati 
oleh seluruh ulama fiqh.
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c. Menurut ulama Hanâfiyah berpendirian bahwa akad 
Ijârah bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara 
sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihakyang 
berakad, seperti contohnya salah satu pihak wafat atau 
kehilangan kecakapan bertindak hukum. Apabila salah 
seorang yang berakas meninggal dunia, akad ijârah 
batal karena manfaat tidak boleh diwariskan.
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Kemudian, upah bisa gugur apabila kerusakan barang 
penyewaan pekerjaan, jika barang di bawah kekuasaan 
buruh, maka terdapat dua hal berikut: 
a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik 
barang, seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan 
kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan 
hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan 
pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya 
hilang (gugur). 
b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas 
dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, 
maka wajib memperoleh upah dengan hanya 
menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum 
menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.  
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Ulama Hanâfiyah berpendapat gugurnya upah adalah:
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a. Jika benda ada ditangan ajir 
 1). Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat 
upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.  
2). Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak 
mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai 
selesai.  
b. Jika berada ditangan penyewa, pekerja berhak 
mendapat upah setelah selesai bekerja. 
Transaksi ijârah juga bisa tidak sah apabila tidak 
adanya keridhaan antar dua pihak yang melakukan akad, 
seperti dalam kaidah ushûliyah dijelaskan: 
“Hukum asal sesuatu dalam transaksi adalah keridhaan 
kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku 
syahnya yang diakadkan”.  
Kaidah di atas menjelaskan bahwa keridhaan dalam suatu 
transaksi merupakan prinsip dalam transaksi. Oleh karena 
itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada 
keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah akad 
apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau 
dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa saja ketika akad telah 
merasa saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak 
merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya maka akad 
tersebut bisa batal. 
Sistem akad dalam pengupahan pengertian Akad dan 
Dasar Hukum Akad Secara etimologi akad berarti: “Ikatan 
antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau 
maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi”. 
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Makna 
ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad 
secara bahasa adalah ikatan antara satu pembiaraan atau dua 
pembicaraan. Pengertian akad secara istilah terbagi pada 
pengertian umum dan khusus. Akad dalam pengertian 
umum menurut fuquha Malikiyah Syafi‟iyah, dan Hanabiah 
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adalah: “Segala yang diinginkan manusia untuk 
mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak 
seperti waqaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua 
pihak, seperti jual beli, ijarah, wakalah, dan rahn”. 
 Pengertian akad dalam makna khusus adalah: “perkataan 
yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan 
ketentuan syara yang berdampak pada objeknya”
65
 Contoh 
ijab adalah pernyataan seorang penjual. “saya telah menjual 
barang ini kepadamu” atau “saya serahkan barang ini 
kepadamu” contoh qabul “saya beli barangmu” atau “saya 
terima barangmu”. 
1. Rukun dan Syarat Akad 
  Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. 
Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada 
dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu 
rukun tidak ada maka menurut hukum perdata Islam kontrak 
dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu 
sifat yag mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan 
merupakan esensi akad. Rukun dan syarat akad sebagai 
beikut: 
a. Rukun Akad 
1) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-
masing pihak terdiri dari satu orang terkadang 
terdiri dari beberapa orang.  
2) Maqud alaih ialah sesuatu yang diakadkan atau 
objek akad 
3) Maudhu al-aqd ialah tujuan atau maksud pokok 
mengadakan akad(akibat hukum)  
4) Shighat ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan 
penjelasan yang keluar yang dari salah seorang yang 
berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam 
megadakan akaq, sedangkan qabul perkataan yang 
keluar dari pihak yang berakad pula, yang 
diucapkan setelah ijab. 
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b. Syarat Akad 
1) Para pihak yang melakukan akad telah cakap 
menurut hukum (mukallaf).  
2) Memenuhi syarat-syarat objek akad, yaitu Objek 
akad telah ada ketika akad dilangsungkan, sesuai 
syariat, harus jelas dan halal.  
3) Akad tidak dilarang oleh nash Al-Qur‟an dan hadis.  
4) Dilakukan ditempat penyerahan yang jelas  
5) Harus bermanfaat serta memiliki tujuan akad yang 
jelas dan diakui syara‟  
6) Pernyataan ijab harus tetap utuh dan sahih sampai 
terjadinya qabul. 
2. Macam-Macam Akad 
 Para Ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa di 




a. Akad sahih yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat. 
Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya 
seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta 
mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama 
Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sahih ini 
menjadi dua macam yaitu: 
1) Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu 
akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun 
syaratnya dan tidak ada penghalang untuk 
melaksanakanya. 
2) Akad Mauquf yaitu akad yang dilaksanakan 
seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia 
memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan 
melaksanakan akad itu. 
Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama 
fiqih membagimenjadi dua macam: 
1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak 
                                                             






yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh 
membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain. 
2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak 
yang melakukan akad, seperti dalam akad al- 
wakalah (perwakilan), al-„ariyah (pinjam- 
meminjam), al-wadi‟ah (barang titipan). 
b. Akad yang tidak sahih yaitu akad yang terdapat 
kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh 
akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua 
belah pihak yang berakad. Ulama hanafiyah membagi 
dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang 
batil. 
Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi 
salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara‟. 
Sedangkan akad fasad adalah akad pada dasarnya 
disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. 
Menurut Rahmat Syafe‟i, akad dapat berakhir 
dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya 
izin dalam akad mauquf (ditangguhkan), akad dengan 
pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya seperti 
pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang 
akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan 
pinjam-meminjam yang telah disepakati, pada akad ghair 
lazim yang kedua pihak dapat membatalkan akad, 
pembatalan ini sangat jelas seperti pada penitipan barang, 
perwakilan, dan lain-lain. 
Akad akan berakhir apabila: 
a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu 
memiliki tenggang waktu. 
b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu 
sifatnya tidak mengikat. 
c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akat bisa 
dianggap berakhir jika: (1) jual beli itu fasad, seperti 
terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau 
syaratnya tidak terpenuhi,  (2) berlakunya khiyar 
syarat, khiar aib, atau khiyar rukyah, (3) akad itu tidak 
48 
dilaksanakan oleh salah satu pihak dan (4) tercapainya 
tujuan akad itu secara sempurna. 
d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. 
Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa 
tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya 
salah satu pihak yang melaksanakan akad.Akad yang 
bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang 
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